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Abstrak
Hukum persaingan usaha yang schat berbasis demokrasi ekonomi sehagnimana dikehendaki ke-
=ntuzn Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, tetap menjadi keuta-maan
dalam mensejuhternkan konsumen dan pelakuy usaha Dalam upayas mewujudkon hukum persaingan
ssaha vang schat tersebut, diperfukan harmonisasi agar tercapai efisicnsi ekonomi dan perlindungan
konsumen.

Sata hunci: demokrasi ekonomi, efisiensi ekonomi, perlindungan konsumen

Abstract
T faw of fair business competition hased on ecomontic democracy as required by Article 33 of the
Comstirution of the Republic of Indonexia Year 1945, remains a priovity in the welfure of convumers
o business actors. In order fo realize the law of fuir business competition, It is necessary to

sarmonize in order to achieve economic efficiency and consumer protection.

Eovwords: economic democracy, economic efficiency, consumer protection

L Pendnhuluan

Pembangunan Hukum ekonomi tidak ter-
epas dan kerangka pembangunan hukom na-
wonal Nilai dasar pembangunan hukum nasio-
=al secarn pelas disebutkan dalam Pembukaan
Usdsng-Undang Dasar (UUD) 1945, Di dalam
Pembuknan tersebid terdapatl pendirian  nsasi
wang sccara singkal berhwbungan dengan soal-
soul’ |. kemerdekaan bangsa, 2. penjajahan, 3.
Ke-Tuhanan, 4, Kebehasan dan 5. Pemeringa-
tan Pendinan asasi tersebut di dalam perjela-
s LU'U'D 1945 diberikan araan ringkas dengan
sctutan Pokok-Pokok pikiran dalam Pembuka-
= Fokok-pokok pikiman vang dimaksod. terda-
gt dalam penjelasan UUD 1945 dan merupakan
i dasar dalam pembentukan Hokum nasio-
T

Istilah pokok-pokok pikiran yang dipergu-
ssban dalam pembukaan ULID 1945 menunjuk-

kan kepada jiwa vang mewujudkan citn hukum
(Rechtsider), Cita hukum adalah pengertian atay
konsep hukum. Cita hukum negarn Indonesia
kalsu ditkuti dengan seksama, maka bunwvi pen-
jelasan dari UUD 1945 telah  ditentukan oleh
filsafat hukum negara Indonesia yang dasamya
adulah Pancosila,

Nilai-nilai pancasila schagai dasar filsafat
negara Indonesia, pada hakikatnya merupakan
suatu sumber dari segala sumber hukum dalam
negara Indonesia. Sehagal swatu sumber dan se-
gala sumber hukum secara objektifl merupakan
suatu pandangan hidup, kesadaran, cita hukum
serla cita moral yang lubur vang meliputi sus-
sana kejiwaan serta watuk bangss Indoncsia,
yang pads tanggal |8 Agustus 1945 telah dipa-
datkan dan diabstraksikan oleh para pendini ne-
gara menjadi ima sila dan duetapkan secara yu-
ridis formal menjadi dasar falsafah negara Indo-

525



Jurnal Lex Libeum, Vol FI, N, 2, Suri 2007, ol 525 - 538

nesia.

Dalam kegiatan ckonomi, tidak terlepas
dari terjedinya persaingan antara pelaku usaha,
hal mana mempakan persyaratan bagi lerse-
lenggaranya ckonomi pasar, lerlebih lag: dalam
era global vang menuntut sistem ekonomi pasar
bebas, sehingga persaingan antar pelaku usaha
akan lebih terbuka, Adakalanya persaingan usa-
ha tersebul merupakan persaingan yang schat
{ferir competition), namun dapat juga teradi pe-
laku wsaha demi untuk mendapatkan keuntu-
ngan schesar-hesarnya melakukan persaingan ti-
dak sehat (unfair competition).

Eksistensi dan orientasi dari undang-un-
dang Antimonopoli adalah untuk menciptakan
persaingan usaha yang sehat dengan cara men-
cegah monopoli dan persaingan ussha yang 1i-
dak schat, serta menciptakan ekonomi pasar
yang efektil dan efisien untuk peningkatan kese-
jahteraan rakyat

Untuk mencegah timbulnya persaingan
uszha vang tidak sehat, maka Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 mengatur secara jelas dan
terstrukiur lentang perjanjian yang dilarang, ke-
giatan yang dilarang dan posisi dominan. Se-
hubungan dengan 3 {tiga) hal tersebut, maka se-
cara substansial berpotensi membuka peluang
besar untuk terjadinya praktik monopoli dan
persaingan usaha vang tidsk schat, apafag scha-
gran besar transaksi bismis memang berdasarkan
perjanpian entara pelaku usaha,

Menurut Boediono, monopoli dapat diarti-
kan sebagai suatu keadaan di mana di dalam pa-
sar hanya ada satu penjual, schingga tidak ada
pihak lain yang menyainginya, Secara termino-
logi, menopali™ adalah sisi lain dari theoritioal
ciin dari kompelisi yang sempuma, sebagaima-
na vang dikemukakan oleh Emest Gellhorn dan
William E. Kovaogic, yaitu:

“In gemeral termy, private momopolly i

the other side of the critical coin af per-

pect competition. A seller with monopoly
power resiricts her output in order 1o rai-
se her price and maximize her prafits. Not
anly daey this fransfer wealth from con-
sumiers fo producers, but it also reduces

! Kselan, 2010, Perdidikon Pancaxils, Parsdigma, Yog-
vukartn, hlm. 77

© Boediono, 2000, Etonomié Mikre, BPFE, Yogyakara,
hlm. 125,
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cuiput and may relieve the producer of
pmi.rm}e to inmovate or otherwise be effi-
ciem ™,

Yuichi Shionoya dalam bukunya Econemy
and Merality, menyatakan bahwa persaingan
merupakan sebuah gambaran dan suatm per-
mainan, sepeti vang dikemukakannya bahwa:

"Competition in markets v often compa-

red to games to the rules of the game.

Sosial aciiivities can be concelved as go-

miex thai competing participants play wn-

der certain rules. Thix ifustrates the use of

a metaphor in ccomomic discourse, Mefa-

phors make problems intelligible by refe-

rermr:“m simpler and more familier prob-
lem "™,

Pembangunan materi hukumfegal suhs-
tance di Indonesia hingga kini terus berlangsung
(mever ending process), Hal ini dikarenakan pe-
raturan perundang-undangan merupakan salah
satu sendi utama dan sistem hukum nasional.
Oleh karena itu, salah satu prioritas yang hars
dilakukan dalam rangka pembangunan hukum
nasional adalah melakukan harmonisasi peratu-
ran perundang-undangan,”

Pengharmmonisasian peraturan perundang-
undangan adalah schagal upava untuk menycla-
raskan, menyesuaikan, memantapkan dan mem-
bulatken konsepsi suatu rancangen peratucan
perundang-undangan dengan peraturan perun-
dang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, se-
derajat, maupun vang lebih rendah, dan hal-hal
lain selain peraturan perundang-undangan, se-
hingga tersusun secara sistematis, tidak saling
bertentangan atau tumpang tindih Joverdaping.
Hal ini merupakan konsekuensi dar adamya hi-
rarki peraturan perundang-undangan.”

! Emest Gellhom dan Willinm E. Kovacic, 1994, dssipaess {

Lerw and Ecovrowtics in o Nutshell, West Publishing Co.
U5A. him. 58,

! Yuichi Shionoya, 2008, Ecomomy and Moraline: The
Philosopdiy af The Welfare Siate, Edward Elgar Publs-
hing Inc., LISA, hlm, 148,

" Ahmod M. Ramli, Koordinay don Harmonizsasi Pera-
fieremn Perondarng-undangan, (hitpsumal  pdingo. ub'sd-
minjurnal 208120, diakees tangoal 4 Aprl 20017 ), him. 1.
* [rektoral Jender| Peraturan Perundang-undangan Ke-
menterian Hukum dan Hak Asasi Manusia, (hitps/www.
dipp.depbumbam.go id kegintn-umum ' 49-kegiatan-
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Thomas Hobbes permah menyatakan bah-
wa suaiu masyarakai tidak mungkin hidup tanpa
adanya suata unsur yang berdaulal. Pemegang
kedaulatan itu tugasnya mengeluarken perintah-
permiah yang merupakan hukom. Pada tshap
kchidupan pra-hukum atau pra-sosial atau awal-
sva manusia saling menghancurkan. Untuk
menghentikan keadaan demikian, maka diperlu-
kan dua syarat. Syarat pertama berfungsinya hu-
kum, yang menurul beliau berintikan pada pene-
gakan ketertiban dan syarat kedua berkaitan de-
ngan prasyaral struktural atau institusional ek-
si=tensi hukum, yakni adanya kedaulatan politik
vang seragam dan terpusatkan. Thomas Hobhes
mengidentikkan keadaan tanpa hukum dengan
sinuasi lanpa ketertiban, oleh karena itu diperlu-
kan adanya lembaga-lembaga tertentu, Lembaga
sang dimaksudkan oleh beliau seringkali digam-
farkan oleh Mafimowski schagai kekuasaan ter-
susatkan, Kitab undang-undang, pengadilan dan
senjabat penegak hukum.”

Pengertian kekuasaan di sini harus diberi
=akna yang netral, dalam arti, tidak secara o-
priori dinilai baik atau jelek, melainkan selalu
scrgantung pada pencrapannya. Kekuasaan ha-
== diberi ar sebaga suatu kapasitas, kapabili-
2= sty kemampuan untuk mempengaruhi, me-
sakinkan, mengendalikan, menguasai dan me-
merintzh orang lain. Kapasitas demikian erat hu-
Bengannya dengan wewenang, hak dan kekuasa-
= fisik.” Untuk menjamin pelaksanasn wewe-
meng lersebut, diperlukan sistem penghubung
sstara pemimpin dengan warga yang dipimpin-
syx Alat penghubung yang teratur itu disebut
Brokrasi yakni organisasi vang bersifat hirarkis
secara rasional.”

Dialam suasana pembangunan, konsepsi
Sukum sebagai perangkat sikap tindak atau peri-
biu adalah bermanfaal bila dihubungkan de-

fesiiomi-harmonisasi himl, dinkses tamggol 4 Apnl
2 T}, bt |

Secrjono Sockanio & Okje Salman {penyunting), 1987,
Sespiin Hwkann Davi Disiplin Susial, RajaWali Press, J&-
Ern him. 35-34,
" Mlchiar AfTandi, 1971, Mene-flon Neneguraan, Alummn,
Bamdung hlm. 50-55,
* Semhrial Sywrbani dkk, 2002, Soxisdogi dhare Polink, Ghi-
&= Edonenia, Jakarta, him, 53

Hji, Azizah

ngan bidang-hidang pergaulan hidup. "

Di Indonesia, undang-undang anti mono-
poli telah ditunggu sekian lama. Dengan terbit-
nya undang-undang ini, akan ada angin segar
alau sehaliknya, setidaknya akan merubah sua-
sana atay kondisi bisnis di Indonesia, undang-
undang ini diharapkan akan memberikan jami-
nan kepastian hukum untuk mendorong perce-
patan pembangunan ckonomi dalam upaya pe-
ningkatan kesejahteraan wmum serta sehagai im-
plementasi dari semangat dan jiwa dan Undang-
Undang Dasar 1945 (UUD 1945),"

Terdapat beberapa contoh Kasus terkait
dengan Kerangka harmonisasi hukum  persai-
ngan usaha. Misalnya dengan terbitnya peratu-
ran dibidang industri Migas di Indonesia, vang
ditandai dengan disahkannya Undang-Undang
Momor 22 Tahun 2001 tentang Minvak dan Gas
Bumi (MIGAS) untuk menggantikan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1971, Salah satu ke-
temtuan yang diatur dalam Undang-Undang No-
mor 22 Tahun 2001 tentang Migas, adalah di-
mungkinkannya peran serta swasta secara terbu-
ka dalam mengelola industri migas, serta beru-
bahny: peran seria/intervensi Perlamina sebagai
satu-satunya pelaku usaha tunggal (monopoli)
pada industri migas di tanah air, Terbukanya pe-
luang bagi pelaku usaha dalam industri migas
ini semata-mata untuk mendorong timbulnya
persaingan usaha yang sehat (dengan menyedia-
kan banvak pilihan, pelayanan dan harga yang
terjangkau), meningkatkan efisiensi, serta upaya
miemaksimalkan pengelolaan migas vang dapat
memberikan kontribusi bagi kesejahteraan dan
kemakmuran masvarakat.'*

Contoh lain dapat dikemukakan tentang
kemungkinan adanya persaingan usaha antara
toko modern dengan pasar tradisional maupun

" Purnadi Purbacaraks & Soerjons Soekamto, 1983, Me-
meliesir Soviofegi Hukum Negarn, CV Rajawali, Jukarta,
hilm 9.

"' Marwah M. Diah dan Joni Emirzon, 2063, Aspek-Aspek
Hukum Prezaingan Simiy ndonesia (Ferfanfion v Di-
farang, Perbugian Bisms vang Dilarang. dan Posisé Do
went wag Dilerong), Universitn Sriwdjuya, Palembang,
him. 24,

" Locianus Budi Kagramanto, Harmonisas Kebijokas

dawr fhkum Persmngan Usaba  (hipsgagasanhuksim,

= ] n-usaha-bapian-il, diakses fanggal 7
April 200 1), him.1.
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toke dan warung tradisional, Dalam hal i, fe-
nomena munculnya toke modern seperti mini-
market, supermarket dianggap rentan memati-
kan pasar tradisional atau usaba keeil dan me-
nengah {UKM) yang ada, Oleh karena itu, perlu
ada aturan agar kondisi ini tidak terjadi.' Selain
i, keberadaan toko modem menjadi dilema ba-
gt pemerintah kabupaten/kota, Hal ini dikarena-
kan toko medem di satu pihak menghambal per-
turribuhan pasar dan toko tradisional, di lain pi-
hak justru menjadi indikator kemajuan suatu
dacrah." Selain itu, juga dapat menimbulkan
perslnjngﬂn bagi pelaku usaha minimarket lo-
kal.”®

Fenomena menjamurmya keberadaan mi-
nimarket dan hypermarket atau supermarket ter-
sibut telah menyita perhatinn Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU) dan dari sisi ckono-
mi, fenomena ini dapat menimbulkan efek mo-
nopoli dan persaingan usaha, Salah satu contoh
putusan KPPU terdapat dalam putusan nomor
03/KPPU-L-1/2000 tanggal 4 Juli 2001, memu-
tuskan babwa Menvatakan bahwa Terlapor da-
lam pengembangan usahanya kurang memper-
hatikan prinsip keseimbangan sesuai asas de-
mokrasi ekonomi dalam menumbuhkan persai-
ngan sehat antara kepentingan pelaku usaba de-
ngan kepentingan umum; Memerintahkan kepa-
da Terlapor uniuk menghentikan ekspansinya di
pasar-pasar tradisional yang berhadapan lang-
sung dengan pengecer kecil dalam rangka me-
wojudkan keseimbangan persaingan antar pela-
ku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pe-
laku wsaha kecil; Menvatakan bahwa Terlapor
dalam mengembangkan usahanys untuk mel:-
batkan masvarakat setempal diantaranyy dengan
memperbesar porst kegiatan wamaloba; Mereko-
mendasikan kepada Pemerintah untuk segera
menyvempumakan dan mengefektifkan pelaksa-
naan peraturan dan langkah-langkah kebijakan
yang meliputi antara lain dan tidak terbatas pada
kebijakan lokasi dan fata rusng, perijinan, jam
buka, dan lingkungan sosial; merekomendasibkan
kepada Pemerintah segera melakukan pembina-
pn dan pemberdaynan usaha kecil menengah

" Sumptera Ekspress, | 7 Desember 2009, hlm. 10

" Republikn, Pavor Modery [ilere Pemds, 12 Mei,
2009,

" Sriwijaya Post. 119 cabing Tndomaret Incar Palem-
bung, 12 Janoach 20010
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atau pengecer kecil agar memiliki daya saing le-
hih tinggi dan dapat berusaha secara berdam-
pingan dengan usaha-usaha menengah atau be-
sar,

Pasca Perubahan keempat UUD 1945,
Bab XTV berubah menjadi “Perekonomian Na-
stonal dan Kesejahteraan Sosial™, dan pasal 33
ditambah 2 ayat, schingga pasal 33 UUD 1945
berisikan 5 avat. Pasal 33 avat (4) UUD 1945
menyatakan hahwa: “Perckonomion nasional di-
selengrarakan berdasar atas demokmas ekononu
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadi-
lan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, ke-
mandirian sera dengan menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ckonomi nasional ™.

Hal mendasar yang perlu diperhatikan da-
lam pencrapan prinsip demokrasi ckonomi, yai-
tu prinsip kebersamaan dan efisiensi berkeadi-
lan. Hal mana kedua prinsip ini sangat berkaitan
langsung dengan keberadaan pelaku usaha (pe-
laku wsaha kecil, mikro, menengah dan besar)
dalam menjalankan dan mengembangkan usa-
hanva ditengah-tengah perkembangan  pereko-
nomian saal ini.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang pemikiran ter-
sebut, maka permasalahan hukum dalam persai-
ngan usaha adalah: Bagaimana Konsep Harmo-
nisasi Hukum Persamgan Usaha dalam Upava
Mewujudkan Efisiensi Ekonomi, Perlindungan
Konsumen dan Persaingan Usaha vang Sehai
Berbasiz Demokrasi Ekonomi Indonesia.

C. Pembahasan

1. Demokrasi Ekonomi Indonesin sebagai
Basis Filosolis Harmonisasi Hukam Per-
saingan Usaha Indonesia.

Harmonisasi berasal dan kata “harmoni®,
yang berarti “keselarasan, kecocokan dan kese-
rasian”,'® Dalam arti filsafa, diartikan sebagai
kerjasama antara berbagai faktor yang sedemi-
kian rupa, schingga faktor-fakior tersebut meng-
hasilkan ke=zatuan vang luhur.

Badan Pembingan Hukum Nasional
(BPHN) Departemen Kehakiman sebagaimana
yung dikutip oleh Moch, Hasan Wargakusumah,

" b, Dahlan Al Berry, 19935, Kawnr Modern Behasa n-
donesia, Arkols, Yogvakarta, hlm. 155,
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membert pengertian harmonisasi hukum sehagai
kegiatan ilmizh untuk menuju proses penghar-
monisasian hukum tertulis yang mengacu baik
pada nilw-nilai filosofis, sosiologls, ekonomis
dan yuridis. Pengkajian terhadap rancangan per-
saturan  perundang-undangsn, dalam  berbagal
s=pek apakah telah mencerminkan keselarasan
dan kesesuaian dengan perituran perundang-un-
dangan yang lain, hukum tidak tertulis yang hi-
dup dalam masyarakat, konvensi-konvensi dan
peranjisn-perjanjian nternasional baik hilateral
=aupun multilateral yang telah diratifikasi Indo-
mgin,

Bertolak dan pengertian di atas, dapal di-
ambil kesimpulan bahwa harmonisasi hukem
sfalah upaya atau proses yang hendak menga-
t2si batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang
Sertentangan dan kejanggalan dalam  hokom
Upayn atau proses untuk mercalisasi kesclara-
man. keserasian, kecocokan, keseimbangan dian-
wrz norma-norma hukum didalam peraturan pe-
rndang-undangan sehagai sistem hukum dolam
satu kesatuan kerangka sistem hukum nasio-
ey

Fenomena diatas telah berkembang dan
dufukung oleh adanyva hubungan vang terkait
smtara pengambil Keputusan dengan para pelaku
ssahia, baik secara langsung maupun tidak lang-
sumg sehingga lebih memperburuk keadaan da-
bam penyelenggaraan ckonomi nasional. Selan-
semva Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1599 tentang Larangan Larangan Prakick Mo-
sopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, me-
swetakan bahwa: “pelaku vsaha di Indonesia da-
e menjalankan kegiatan vsahanyva berasaskon
Semokrasi ekonomi dengan memperhatikan ke-
sombangan antara kepentingan pelaku usaha
& kepentingan umiam®,

Monopoli secara alamiah dapat terjadi, ka-
s

i Akibat dan suatu “superior skill”, yang
salah satunya dapat terwujud dan pem-
berian hak paten secara ekslusif aleh ne-
gara, berdasarkan pada peraturan perun-
dang-undangan vang berlaku kepada pe-

Moch, Hasan Wargakusumah dalam Kusou Goesnin-
S 2006, Nevmwnizasi Hukwm dalam Peesfelif Perin-
deme-pndarpan  (Lex Specialiv Swane  Masalak), TP,
BSOS, Surabaya, him. 71
* Essnu Goesnindhie, fhid, hlm 71-72,

H. Alzizak

laku usaha tertentu atas hasil riset dan
pengembangan atas teknologi tertentu.
Selain itu ada juga dikenal dengan istilah
“trade secrel”. vang meskipun tidak
memperoleh eksklusifitas “pengakuan™
oleh negara, namun dengan teknologi
“rahasia”™ nya mampu membual suatu
produk superior.

b. Monopoli terjadi karena pemberian ne-
garn. Di Indonesia, hal ini sangat jelas
dapat dilibit dari pelaksanaan ketentuan
pasal 33 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3)
UUD 1945 yang dikutip kembali oleh
pasal 51 UL Womor 5 Tahun 1999,

€. Monopoli merupakan suatu “historical
aecident™. Dikatakan “historical acci-
dens™, oleh karena monopoli tersebul ler-
Jadi karena fidak sengaja dan berlong-
sung karena proses alamiah, vang diten-
tukan oleh berbagai faktor terkait di ma-
na monopoli tersebut terjadi, Dalam hal
ini penilaian mengenai pasar bersangku-
tan yang memunghkinkan terjadinya mo-
nopali menjadi sangat relevan.'”

Pengertian mengenai pasar vang bersang-
kutan menjadi sangat penting artinya dalam me-
nentukan ada tidaknya monopolisasi, meskipun
penentuan dari pasar bersangkutan bersifit sa-
ngal relatif, Pasar dalam hal ini dianikan scha-
gai pasar yang berkaitan dengan jangkauan atay
daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha
atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis
atiu substitusi dari barang dan ataw jasa terse-
but. "

Sebagaimana diketahui bahwa sistem pa-
sar akan bekerja dengan sendirinya, namun da-
lam sistem perdagangan yang bebas dan terbu-
ka, dimana setiap orang dapat menentukan sc-
cars bebas (baik secara sendiri-sendiri maupun
bersama-sama) akan suatu tindakan yang akan
diambilnya. Untuk keperluan terscbut, mekanis-
me pengaturan persaingan usaha sangat diperlu-
kan Gelforn menyatakan bahwa tejuan utama
dalem hukum persaingan usaha adalab untuk
mengurangi jarak antara persaingan usaha yang

" Ahmod Yani dan Gunawan Wiaya, 199, Larangan
prafiek Monopeli, PT. RajpGrafinde Persada, Jakarta,
him 13-14.

0 Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, fhid. him. 15,
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iddenl (secara teoritis) dengan kenyataan dunia
usaha vang bersumber dari pelaksansan hak-hak
individu dalam praktek kepiatan usaha’' Se-
dangkan (eorge Gilder berpendapat bahwa se-
bagai penyebab dari perdagangan bebas, maka
akan menimbulkan konsekuensi suatu ekonomi
vang bebas, yang berakhir dengan “winners and
losers”,

Peluang-peluang usaha vang tercipta sela-
ma tiga dasa warsa vang lalu dalam kenvataan-
nya belum membuat seluruh masyarakat mampu
dan dapat berpartisipasi pembangunan di berba-
gai sektor ekonomi, Perkembangan usaha swias-
ta sclama periode tersebut disatu sisi diwarnai
oleh berbagai bentuk kebijakan pemerintah vang
kurang lepat schingga pasar menjadi terdistorsi,
Disisi lain perkembangan usaha swasta dalam
kenvataanya sebagian besar merupakan perwu-
Judan dari kondisi persaingan wsaha vang tidak
schat yang mengacu kepada amanat pasal 33
LD 1945 serta cenderung menunjukkan corak
vang sangal monopolistik.

Para pengusaha yang dekat dengan elit ke-
kuasaan mendapatkan kemudahan-kemudahan
vang berlebihan schingga berdampak kepada
kesemjangan sosial. Munculnya konglomerasi
dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang ti-
dak didukung oleh semangat kewirausahawan
sejati merupakan salah satu faktor vang menga-
kibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat ra-
puh dan tidak mampu bersaing.

Apahila dikaji lebih lanjor, terlihar bahwa
undang-undang nomor 5 tahun 1999 ini terlihat
selaras dengan UUD 1945, yaitu guna terwujud-
nya struktur ckonomi sehagaimana yang dike-
hendaki oleh pasal 33 UUD 1945.%°

Apahila diperhatikan lebih lanjut tentang
pasal 33 UUD 1945 terscbut, terlihat jelas ten-
tang jiwa dan cita-cita dari perjuangan pergera-
kan kemerdekaan Indonesia, vait:

#. Bahwa dalam pasal 33 UUD 1945 er-
cantum dasar demokrasi ekonomi, pro-
duksi dikerjakan olch semua, untuk se-

! Emest Gelbom, 1956, Laranzan prakrekust Law and
Leonomie —in anut Shell, West Publshing co, Op-cir,,
Ilm, 45,

= Thomas Sowell, 1995, Good (rder (Right Answers fo
Compemporary Ciestfons), Simon and Schuster, LSA,
Opeur, him, E3R.

= Suyud Margono, 2009, Hukum Laragean prakiel mo-
sopall, Sinar Grafika, Jakana, him, 27,
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muz dibawah pimpinan atsu pemilikan
anggot-anggota masyarakat, Kemakmu-
ran masvarakatiah yang diutamakan, bu-
kan kemakmuran orang perorangan.
Meh sebab iy, perekonomian disusun
scbagai usaha bersama berdasarkan atas
uszgha kekeluargaan.

b. Perekonomian berdasarkan atas demok-
rasi ekonomi. Oleh schab ity, cabang-ca-
bang produksi yang penting bagi negara
dan yang menguasai hidup orang banyak
harus dikuasai oleh negam. tika tidak,
tampak produksi jatuh kefangan seorang
vang berkuasa dan rakyat vang banyak
ditindasmya, Dengan kata lain, perusaha-
an yang tidak menguasai hajat hidup
orang banyak, bolch berada ditangan
perseorangan.”

Menurut Brmg Hatta dalam buku Demok-
rasi untak Indonesia yang dikutip oleh Zuffikr!
Sulaeman, menvatakan bahwa demokrasi yang
lebih sempuma bagi bangsa Indonesia, demok-
rasi yang wiuh, yaitu demokrasi dibidang politik
dan ekonomi yang tidak mengandung faham
indhividualisme, Harte bahkan amat yakin, de-
maokrasi yang dibayangkannya tersebut akan
bisa terwujud karena kesesuaiannya dengan tra-
disi masyarakat Indonesia, yaitu kebersamaam
dan kekeluargaaan,

Pengaturan tentang prinsip demokrasi
ckonomi di Indenesia terdapat dulam pasal 33
UUD 1945, Didalam amandemen keempal, pe-
ngamiran pasal 33 ditambah 2 ayat, dimana pada
pasal 33 ayat (4) UUD 1945, berbunyi: “pere-
konomian nasional diselenggarakan  berdasar
atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keber-
samaan, efisinesi berkeadilan, berwawasan ling-
kungan, kemandirian serta dengan menjaga ke- |
seimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional™,

Tujuan untuk memajukan kescjahteraan
umum dan mencerdiaskan kehidupan bangsa,
ditambah prinsip keadilan sosial dalam rumusan
pancasila dan alinea [V pembukaan UUD 1945
serta pasal 33 ayat (4) UUD 1945, dipandang
merupakan dasar yang sangal eral berkaitan de-
ngan kebijakan ekonomi. Meskipun tidak dimns-

¥ Sumantoro, 2008, Hikon koo, Universitas [ndo-
meska Press, Jakarna, hlm, 263,
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muskan sebagai norma yang dapat ditegakkan
melalui proses peradilan, rumusan pembukaan
ULD 1945 maupun pasal 33 ayat (4) UUD 1945
tersebut harus menjadi acuan dan dasar berpijak
dalam penyusunan peraturan Permﬂdang—umta
agan dibidang perckonomian.”

Demokrasi ekonomi Indonesia sering di-
suarakan dengan “ekonomi kerakyatan™,” Seba-
gui rujukan untuk perekonomian yang dikerja-
ksn oleh masyarakal kecil. Ekonemi kerakyatan
dzpat diartikan sebagal sistem perekonomian
sang melembagakan kedaulatan ekonomi rak-
val Tujusnnya adalah untuk mengoreksi struk-
mr ckonomi kolonial dan memuliakan kemak-
muran masyarakal di atas kemakmuran perora-
agan. Secara empins, pengembangan ckonomi
kerakyatan dipicu oleh realitas bahwa sebagain
besar pelaky ckonomi 1ndnm=.sna bergerak pada
wsaha yang berskala kecil.”

Reformasi menuju ckonomi kerakyatan
wrbagi dalam reformasi kebijakan jangka pen-
dek berupa upaya-upaya mengatasi dampak so-
szl krisis ekonomi dan keuangan, dan penyusu-
man strategi pembangunan jangksa panjang sera
pembanpunan jangka pendek.

Prinsip dasar dari program-program pem-
Serdavaan ekonomi rakyat yang benar adalah
sevauhl mungkin mengurangi intervensi pemerin-
=h dan aparat pemerintah, dan sehanyak mung-
k= melibatkan partisipasi masyarakat scjak dari
perencanaan program mmpa: pelaksanaan dan
pemanfaatnnya.” Hal ini berarti bahwa, prog-
mm-program pemberdayaan ckonomi rakyat se-
==h mungkin dihilangkan sifainya sebagai pro-
vek pemerintah dan diubah menjadi program
=0k magyarakat sendiri.

Pendapal Hatta tentang demokrasi untuk
Isdonesia vaitu demokrasi kerakvatan vang ti-
&k mengandung paham individualisme dan me-
sgutamakan unsur kebersamaan atau  kekeluar-
ge=n atau kolektivisme, juga sejalan dengan
tomsep demokrasi ckonomi vang tertuang dalam

= Femly Asshiddigie, 2000, Kewsitesi Ekonownd, PT.
Lo Medin Musantara, Jakartn, him, 248-249,

= Bevrisond Baswir, 2000, ko Ker el v, Wea-
Shernlivame, Delokomotif, Jakarta, him. 7,

~ Abmad Frani Yustika, 20072, Penbangumum dan Krivis,
etk Peredonomian Indonesia, PT. Gramedia Wi-
Smarang Indonesia, Jakartn, hlm 58,

 Sedo Soemardjan (editor), 2000, Hemyn Tt fndomesia
S PT. Gramedia Pustaka Ui, Jakara, hlim. 6.

Hj. Azizah

Pasal 33 UUD 1945. Makna kebersamaan antora
pelaku usaha untuk membina kerukunan dapat
menjadi olak ukur dalam berusaha secara sehat.

Johnny Ihrahim menyatakan bahwa de-
mokrasi ekonomi Indonesia dibangun berdasar-
kan konscp sosialisme pasar (Ciri-ciri sistem
sosialisme pasar awmu mioeker socialism adalah
kepemilikan faktor produksi oleh negara dan/
atau kepemilikan secara kolektif oleh publik)
vang berbeda dengan sistem ckonomi kapitalis
dengan necliberalisme, dan tetap bertumpu pada
Pasal 33 ayat (1) UUD 1945

Fungsi dan peranan harmonisasi hokum
persaingan usaha sangal penting untuk mening-
katkan keberadaan atau eksistensi persaingan
usaha dalam kegiatan perekonomian negara.

Harmonisasi aturan hukum merupakan hal
yang sangai penting dan sebagai dasar untuk
dapat melakukan kegiatan dalam bidang per-
saingan usaha, Hal ini sangat terkait dengan ma-
salah kepastian hukum, perlindungan hukum
Serid PrnStp-prnsip pood corpovale goverman-
ce. Oleh sebab itu, ke depan, langkah pertama
adalah melaksanakan harmonisasi aturan hu-
kum, jika aturan hukum semus baik dan kom-
prehensif, maka vang lain akan mengikuti.*'

Bertolak dari uraian di atas, maka demok-
rasi ekonomi Indonesia vang berjiwa kerakyatan
tetap menjadi basis dalam perkembangan pere-
konomian yang dituangkan dalam peraturan per-
undang-undangan, sehingga tidak ada alasan
bahwa pertumbuhan dan perkembangan percko-
nommaan  Indonesia kehilangan jiwa dan asas
vang mendasari kehidupan perekonomian vang
menjadi ciri khas bangsa Indonesia.

Merujuk beberapa pendapal lentang de-
makrast ekonomi Indonesia di atas, maka penu-
lis berpendapat bahwa demokrasi ekonomi In-
donesia dihubungkan dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 mempunyai konsep “ko-
lektivisme pasar”, dalam arti bahwa bangun de-

™ Adi Sulistiyvone dan Muhammad Rustamaji, 2008, Hu-
b Ekononi Sebagal Pongiima, Masmedin Buana Pus-
taka, Sidoarjo, him, 35,

H Johnny Thrahim, 2009, Pendekasan Ekonomi Terhadiap
Hukum, Teori dan implikasi Penevapanmyva dalam Peme-
gakay Hukum, CV. Putra Medin Nusantara, dan TS
Press, Surabaya, him. 95,

" Joni Emirzon, 2007, Hidum Usaha Jaso Penilai dovi
Perspeknfl Good Corporate Governance, disertasi, Uni-
versitas Diponegoro, Semarang, him. 704
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mokrasi ckonomi yang merupakan bagian dari
sistem ckonomi nasional yang disusun sebagai
usahn bersama berdasar atas asas kekeluargaan,
di mana produksi dikegakan oleh semua,untuk
semua, di bawah pimpinan atau penilikan ang-
pota-anggota masyarakat vang  beriujuan untuk
meningkatkan kemampuan masyarakat (rakyat)
dalam mengendalikon jalannya roda perekono-
muan. Selan tu, makna kolektivisme tersebut
sejalan dengan prinsip kebersamaan yvang di-
maksud dalam pasal 33 avat (4) UUD 945
vang berbeda dengan prinsip individualime da-
lam ekonomi kapitalis. Pasar vang hendak dica-
pai dalam hal ini merupakan pasar yang sehat
berbasis demokrasi ekonomi kolektivisme, di-
mana pelaku usaha bersama-sama membangun
kchersamaan dan menjaga keseimbangan ke-
pentingan masyarakal,

1. Efisicnsi Ekonomi bedasarkan Demokrasi
Ekonomi Indonesia dalam Undang-Un-
dang Nomaor 5 Tahun 1999

Tujuan pembentukan undang-undang No-
mor 5 Tahun 1999 seperti yang lertuang dalam
pasal 3 adalab untuk terciptanya efektifitas dan
efisiensi dalam kegiatan usaha.

Mengutip pendapat Posser bahwa peratu-
mn hukum ckonomi periu dianalisis dari per-
spektif efisiensi ekonomi dengan kriteria pareto
efficiency, yaitw: " that a shuation iv efficiency-
enhancing i at least one person can be made
better off withowt making amyone else worse
aff ", vang maknanya bahwa suatu situasi, yang
didalamnya terdapat efisiensi, jika puling tidak
seseorang  dapat dijadikan lehih baik, tanpa
menjadikan sescorang lainnya lebih buruk, Ke-
dua, pareto improvement, vaitu "4 legal change
ix efficiency-enhancing {f the gafns fo the win-
ners exceed the lossey 1o the loser, and thus, the
winners conld, Inpothetically, compensate e
losers for their losses and still be a beter off,
yang aminya perubshan hukum akan meningkal-
kan efisiensi, jika keuntungan bagi pihak vang
menang melebihi kerugian bagi pihak vang ka-
lah, dan kemudian pihak yang menang dapat
memberikan kompensasi kerugian kepada pihak
vang kalah, schingga pihak yang kalah telap
menjadi lebih baik.

Efisiensi ekonomi mengandung tiga di-
mensi, yaitu efisiensi statis, efisiensi pendapatan
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dan efisiensi dinamis. Efisiensi siatis tidak se-
mata-mala lergantung pada mekanisme pasar
bebas, Dalam hal ini, keputusan produksi atao
keputusan investasi tergantung pada kondisi tek-
nis, schingga ketiga dimensi dalam efisiensi
ekonomi di atas saling berkaitan,

Elisiensi statis meliputi efisiensi  produk-
si, vaitu efisiens: opersional vang icknis dan non
teknis bersama biaya transaksi dan penghematan
biaya efisiensi dan e¢fisiensi alokasi, vaitu alo-
kasi produk melalui sistem harga dengan cara
paling optimal yang diperlukan untuk memenu-
hi kepentingan konsumen. Efisiensi dinamis ke-
mungkinan besar menspakan efck persaingan
vang paling menguntungkan, dalam arti bahwa
persaingan usaha memberikan intensif uniuk
melakukan penelitian dan pengembangan seria
memperkenalkan metode produksi dan distri-
busi, produk dan jasa vang baru serta mendiri-
kan atau masuk pasar baru untuk terus menerus
dapat mendahului pesaingnya. ™

Salah satu cara yang dilakukan pemerin-
tah untuk mempertingg efisiensi kegiatan cko-
nomi adalah membuat peraturan perundang-un-
dangan vang disusun bersama pihak legislalator
dan mengupayakan agar tidak terjadi pemburu-
an rente ckonomi (rent seeking) oleh pelaky
b

Dalam sileasi persaingan aniara pelaku
usaha, maka disatu sisi akan menguntungkan
konsumen. Dalam situasi imi, konsumen berke-
sempatan menggunakan haknya untuk memilih
hasil produkst yang dipasarkan oleh pelaku wsa-
ha, Oleh karena i, dalam persaingan antara pe-
laku usaha, maka pelaku usaha akan meng-
efcktifkan  produktivites dan bersaing dalam
harga untuk menarik perhatian dan daya beli
konsumen. Upsya pelaku usaha untuk meng-
efektifkan produktivitas tersebut akan berkaitan
dengan efisiensi ekonomi secara imum.

Efisicnsi ekonomi dalam hal ini tidak rer-

L Sritua Anel, 1996, Pembangunanizsee dov Ekonumi fr-
donesia, Pembercdavaan Rakver dalam Argy Glebalizass,
Zaman, Jakarta, liln, 55.

" Knud Hansen, Peter W. Heermanr, Wolfgang Karte,
Hans. W, Micklite, Wolfgang Pfletschinger. Frean & Jug-
gen Sacker dan Herberi Sauter, 2002, Unplang-Undang
Lorangin Prakiek Monopoll dan Persalnean Uzaba Ti-
dak Sefre. GTZ dan PT. Katalis Mitra Plagsan, Jakarta.
hlm. 121.

 Johany [bralim, aprcit. hlm, 81
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lzpas dari cita hukum vang terkandung dalam
pembukaan UUD 1945 yang dijadikan asas hu-
kum ekonomi nasional, yaitu memajukan kese-
hteraan tmum dian mengutamakan kemakmu-
ran rakyat Indonesia, Selain itu, efisiensi berke-
adilan sebagaimana termuat dalam pasal 33
UUD 1945 juga merupakan basis dari demok-
rasi ckonomi Indonesia vang sekaligus menjadi
basis perekonomian nasional,

3. Perlindungan Konsumen Berbasis De-
mokrasi Ekonomi Indonesia dalam Un-
dang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Pasal 1 angka {3} Undang-Undang Perlin-
dungan Konsumen (UUPK) Nomor & Tahun

1990 menyatakan bahwa;

“Pelaku usaha adalah setiap perseorangan
atau badan usaha baik vang berbentuk ba-
dan hukum maupun bukan badan hukum
vang didirikan dan berkedudukan atau
melakukan kegiatan dalam wilayah hu-
kum negara Republik Indonesia, baik sen-
diri maupun bersama-sama melalui per-
janjian menyelenggarakan kegiatan usaha
dalam berbagai bidang ckonomi™,

Sedangkan pengertian pelaku usaha terda-
gt juga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Perzaingan Usaha Tidak Schat, yaiiu:

“Setiap orang perorangan atau badan usa-
ha, baik badan hukum atau bukan badan
hukum yang didirikan dan berkedudukan
atau melakukan kegiatan dalam wilayah
hiskum Negara Republik Indonesia, baik
sendini maupun  bersama-sama melalui
perjanjian menyelenggarakan  kegiatan
usaha dalam bidang ekonomi”

Pasal 6 UUPK juga mengaatur tentang
Sak pelaku usaha, vaatu:

o Hak untuk menerima pembavaran vang
sesuai dengan  kesepakatan  mengenai
kondisi dan nilai tukar barang dan/atau
jasa vang diperdagangkan.

b Hak untuk mendapat perlindungan hu-
kumn dari tindakan pelaku usaha yang

* Destvano Wibowo dan Hapan Sinega, 2005, ok
b Persaingan Usaln, PT. Rajn Grofinde Persada,
Seierss hlm. 13

beritikad tidak baik.

¢, Hak untuk melakukan pembelaan diri se-
patutnya di dalam penyelesaian hukum
sengketa pelaku usaha.

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila
terbukti secara hukum bahwa kerugian
pelaku usaha ridak diakibatkan oleh ba-
rang dan/atau jasa vang diperdagangkan.

¢. Hak-hak wang diater dalam ketemtuan
peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7 UUPK jugs mengatur tentang ke-
wajiban pelaku usaha, berupa :

a. Bertikad baik dalam melskukan kegia-
tan usahanva.

b. Memberikan informasi vang benar, jelas
dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa serta memberi pen-
jelasan penggunaan, perbaikan dan pe-
meliharaan,

€. Memperlakukan atau melayani pelaku

usaha secara benar dan jujur serta tidak

digskriminatif.

Menjamin mutu barang dan/stau jasa

yang diproduksi dan/atau diperdagang-

kan berdasarkan ketentuan standar mutu
barang dan/atau jasa yang berlaku.

¢. Memberi kesempatan  kepada pelaku
usaha untuk menguji, danfatan mencoba
barang dan/atgu jasa terlentu serta mem-
beri jaminan dan/atau garansi atas ba-
rang yang dibuat dan/atau yang diper-
dagangkan.

f. Memberi kompensasi, glarangan prakiek
rugi dan‘atau pengglarangan prakickan
atas kerugian akibat penggunaan, pema-
kaian dan pemanfaatan barang dan/atau
jasa yang diperdaganplkan.

g Memberi kompensasi, glarangan prakiek
rugi dan'atan pengglarangan prakiekan
apabila barang dan/atau jasa yang diteri-
ma atau dimanfaatkan tidak sesuai de-
ngan perjanjian,

D ketentuan di atas, jelas terlihat balwa
ULUPK telah memberi sandaran vang tegas ien-
tang tanggung jawab dan pelaku usaha,

Melalui prinsip kebersamaan antar pelaku
usaha sebagaimana yvang diamanatkan pasal 33
angka (4) UUD 1945, maka akan berimplikasi
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terhadap konsumen vang dalam hal ini sebagai
konsumen akhir yang menikmati hasil produksi
dari pelaku usaha

Apabila kita melihat kefentuan pasal 3
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa
salah satu tujuan pembenmukan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 adalah untuk menjaga ke-
pentingan umum dalam upaya meningkatkan
kescjahteraan rakyat. Sedangkan konsekuensi
terakhir berupa penyediaan barang dan jasa
yang oplimal bagi para konsumen,”®

Dari ketentuan ini jelas tergambar bahwa
tujuan akhir dari keberadaan undang-undang ini
adalah untuk melindungi konsumen. Melalui
persaingan sechat yang dilakukan oleh pelaku
usaha, moka konsumen diuntunghkan dan sisi
kuantitas, kualitas dan kenanekarngaman pro-
duk. Oleh karena itu, konsumen sebagai pema-
kai barang dan/atan jasa perlu dijamin perlindu-
ngannya dalim bentuk peraturan perundang-un-
dangan yang dibuat oleh pemerintah.

4. Persaingan Usaha yang Sehat Berbasis
Demokrasi  Ekonomi  Indonesia  dalam
Undang-Undang Nomaor 5 Tahun 1999

Eksistensi dan orientasi dan undang-un-
dang Antimonopoli adalah untuk  menciptakan
persaingan usaha vang schat dengan cara men-
cegah monopoli dan persaimgan usaha yang -
dak sehat, serta untuk menciptakan ekonomi pa-
sar vang cfcktil dan efisien demi peningkatan
kesejahleraan rakyat.

Persaingan usaha vang schat merupakan
salah satu kunci sukses bagi sistem ekonomi pa-
sar yang wajar. Dalam implementasinya, hal ter-
sebut diwujudkan dalam dua hal, yaitu, melalui
penegakan hukum persaingan ussha dan melalui
kebijakan persaingan vang kondusif terhadap
perkembangan sektor ekonomi,”

Uniuk mencegah timbulnya persaingan
usaha vang tidak sehat, maka Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 mengatur secara jelas dan
terstruktur tenlang perjanjian yang dilarang, ke-
giatan vang dilarang dan posisi dominan. Sehu-

* Knud Hansen, Peter W, Heermann, Waolfgang Kartie,
Hans. W. Micklitz, Wolfigang Pletschinger, Frean s fur-
gen Sacker dan Herbert Sauter, ap-cif, him 120,

" Hermansyah, 2000, Pokok-Pokok Hukiom Persaimgan
Ulsafug ofi froneiar, Kencans Prenadn  Medin Croup, Ja-
karta, 2009, hlm. 15,

334

bungan dengan 3 hal tersebut, maka secara sub-
stansial berpotensi untuk membuka peluang be-
sar untuk terjadinya praktik monopoli dan per-
saingan usaha yang tidak schat, apalagi sebagian
besar transaksi bisnis memang berdasarkan per-
janjian antara pelaku usaha,

Dalam konsideran menimbang huraf (b)
dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999, diatur bahwa persaingan usaha yang sehat
di Indonesia tetap harus memperhatikan konsep
demokrasi Indonesia schagaimana yang dike-
hendaki pasal 33 ULITY 1945,

Jika diteliti lehih lanjut ketentian tersebut,
maka belum tergambar secara jelas prinsip de-
mokrasi ckonomi yang dikehendaki pasal 33
LUUTY 1945, Ketentuan pasal 2 Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1999 hanva mengatur tentang
perlunya memperhatikan keseimbangan antara
kepentingan pelaku usaha dan  kepentingan
umum. D vraian di atas, maka Konsep har-
monisasi hubkum persaingan usaha dalam hubu-
ngannya dengan demokrasi Indonesia, tergam-
bar berikut ini:



Harmmnivasi Mok Preemingum Uvaba Delum Wewwiubam ... MY Agizah

Konsep Harmonisasi Hukum Persaingan Usaha
rafam Hubungannya dengan Demokrasi Ekonomi {Perspektif Ius Constituium)

CITA HUKUM
PANCASRILA

UL MOMOR 8 TAHLS 1999

l

HAM:

Telah
uzrganthar dim
knnmderam
i mbang
usruf ik yalen

— —1

Ternujodeys Hokum Persaingan
Usaba yang Harmosis:
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D Penutup
Dari urazan di ates, maka dapat disimpulkan:

b3

Salah satu cara yang dilakukan pemerin-
uh untuk mempertinggi efisiensi kegia-
tan ekonomi adalah melakukan kebija-
kan peraturan dalam beniuk aturan per-
undang-undangan. Efisiens: ekonomi da-
lam hal ini tidak teriepas dari cita hukum
yvang lerkandung dalam pembukaan
LUD 1945, yang dijadikan asas hukum
ekonomi nasional, vaitu memajukan ke-
sejahteraan umum dan mengutamakan
kemakmuran rtakyat Indomesia. Selain
itu, efisiensi berkeadilan sebagaimana
termuat dalam pasal 33 UUD 1945 juga
merupakan basis dari demokrasi ekono-
mi Indonesia vang sekaligus menjadi ba-
sis perekonomian nasional.,

Dxan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang

tujuan akhir dari keberadaan undang-un-
dang ini adalah untuk melindungi konsu-
men. Melalui persaingan sehat yang dila-
kukan oleh pelaky vsaha, maka konsu-
men diuntungkan dari 5151 kuantitas, kua-
litas dan  kenanekaragaman produk.
(el karena itu, konsumen sebapal pe-
makai barang dan/atau jasa perlu dijamin
perlindungannya dalam beniuk  pern-
dang-undangan vang dibuat oleh peme-
rintah.

. Persaingan usaha yang sehat di Indone-

sia telap harus memperhatikan konsep
demokrasi Indonesia (konsideran me-
nimbang huruf (k) dan Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999), walau-
pun konsep demokrasi ekonomi yang di-
maksud dalam undang-undang ini belum
tergambar secara jelas,

Momor 5 Tahun 1999 terpambar bahwa
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